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GENDER ANALYSIS PATHWAY 

1. Kementerian/Lembaga  : Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Pesisir Selatan 

2. Unit Eselon : Eselon 2 
3. Program : Penanggulangan Bencana 

4. Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

5. Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  

    

Tahap I 
  Analisis Kebijakan yang responsif gender 

Tahap II 
Formulasi Kebijkan dan rencana Aksi ke 

depan 

Tahap III 
Pengukuran hasil 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 
8 

Langkah 9 

Kebijakan/ 
Program/ 
Kegiatan 

Data Pembuka 
wawasan 

Isu Gender Kebijakan & rencana Aksi Pengukuran hasil 

Faktor 
Kesenjangan 

(APKM) 

Sebab kesenjangan 
internal 

Sebab kesenjangan 
exsternal 

Reformulasi tujuan Rencana Aksi Data dasar 
(Baseline) 

Indikator gender 

PROGRAM 
Penanggulangan 
Bencana  
 
KEGIATAN 

Pelayanan 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 
 
SUB KEGIATAN 

Pelatihan 
Pencegahan 
dan Mitigasi 
Bencana 
Kabupaten/Kota 
 

Data : 
Menurut KRB Jenis 
Bencana di 
Kabupaten Pesisir 
Selatan ada 9 Jenis 
dan Hampir 
Semua Penduduk 
terpapar terhadap 
bencana tersebut. 
 
Kapasitas 
Kemampuan 
Masyarakat untuk 
kesiapsiagaan 
pada dirinya masih 
rendah. 
Terutama untuk 
kaum aparatur 
perempuannya. 

Akses:  
Ada 50 Nagari 
yang terletak 
ditepi pantai 
sangat rawan 
terhadap gempa 
dan tsunami 
 
Partisipasi:  
Partisipasi dan 
kepedulian dari 
pemerintahan 
nagari masih 
sangat kecil  
 
Kontrol: 
Masih ada OPD 
yang belum ada 
peduli terhadap 
pengurangan 
risiko bencana 
 
 

1. Bencana datang 
tidaklah tentu 
kapan waktunya. 

2. Masyarakat 
belum 
merasakan 
pentingnya 
pengetahuan 
tentang bencana. 

3. Kaum 
perempuan 
selalu dianggap 
lemah dan tidak 
dapat untuk 
mengambil 
keputusan dalam 
keluarganya 

 

1. Kabupaten Pesisir 
Selatan 
memanjang dan 
BPBD dan jumlah 
Staf belum 
memadai untuk 
menjangkau 
daerah yang luas. 

2. Jarak antara 
kabupaten dan 
Nagari ada 
sekitar140 Km  

3. Diharapkan 
aparatur bisa 
menjadi panutan 
bagi masyarakatan 
dalam 
pelaksanaan 
mitigasi bencana. 

4. Cara pengelolaan 
manajemen 
bencana belum 
membudaya di 

Meningkatkan 
kemampuan 
pengolahan 
Manajemen 
Pengurangan Risiko 
Bencana pada 
aparatur dikawasan 
rawan banyak 
 
Meningkatkan 
kualitas aparatur 
perempuan 
terhadap 
pengurangan risiko 
bencana dalam 
keluarga 
 
Menghasilkan 

Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

Memetakan data 
rawan bencana 
 

Pelatihan Pencegahan 
dan Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota untuk 
aparatur daerah rawan 
bencana 
 
 
Mendorong aparatur 
yang tinggal 
Mengkoordinasikan 
antara OPD, 
Kabupaten/Kota dan 
internal SKPD, peran 
serta perguruan tinggi 
dan stakeholder 
lainnya.  
di daerah bencana 
untuk bisa mendorong 
dirinya agara bisa 

9 Jenis 
Bencana 
 
232,30 
Luas 
Daerah 
Tepapar 
Bencana 
 
 
433.735 
Jiwa yang 
sudah 
terdata. 
 
 

Output: 
Jumlah Warga Negara 
dan Aparatur yang 
Mengikuti Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana  
 
Outcome: 

Terlaksananya 
Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi 
Bencana 
Kabupaten/Kota 
 



TUJUAN 
Terlaksananya 
Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
untuk Warga Negara 
maupun Aparatur di 
Kawasan Rawan 
Bencana 
 
OUTPUT 
Jumlah Warga 
Negara dan Aparatur 
yang Mengikuti 
Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 

Manfaat:  
Adanya Aparatur 
yang Mengikuti 
Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 

aparatur 
dikawasan rawan 
bencana 

 menolong dirinya dan 
masyarakat sekitarnya. 

 

 
 

KEPALA PELAKSANA 
BPBD KAB. PESISIR SELATAN 

 
 

Ir.H.DONI GUSRIZAL,MM 
NIP 19641106 199503 1 001 

  



GENDER ANALYSIS PATHWAY 

1. Kementerian/Lembaga  : Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Pesisir Selatan 

2. Unit Eselon : Eselon 2 
3. Program : Penanggulangan Bencana 

4. Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

5. Sub Kegiatan : Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  

    

Tahap I 
  Analisis Kebijakan yang responsif gender 

Tahap II 
Formulasi Kebijkan dan rencana Aksi ke 

depan 

Tahap III 
Pengukuran hasil 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 
8 

Langkah 9 

Kebijakan/ 
Program/ 
Kegiatan 

Data Pembuka 
wawasan 

Isu Gender Kebijakan & rencana Aksi Pengukuran hasil 

Faktor 
Kesenjangan 

(APKM) 

Sebab kesenjangan 
internal 

Sebab kesenjangan 
exsternal 

Reformulasi tujuan Rencana Aksi Data dasar 
(Baseline) 

Indikator gender 

PROGRAM 
Penanggulangan 
Bencana  
 
KEGIATAN 

Pelayanan 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 
 
SUB KEGIATAN 
Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana 
Alam 
 
TUJUAN 
Terlaksananya 
Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana 

Data : 
Menurut KRB Jenis 
Bencana di 
Kabupaten Pesisir 
Selatan ada 9 Jenis 
dan Hampir Semua 
Penduduk 
terpapar terhadap 
bencana tersebut. 
 
Kapasitas 
Kemampuan 
Masyarakat untuk 
kesiapsiagaan 
pada dirinya masih 
rendah. 
Terutama untuk 
kaum 
perempuannya. 

Akses:  
Ada 50 Nagari 
yang terletak 
ditepi pantai 
sangat rawan 
terhadap gempa 
dan tsunami 
 
Partisipasi:  
Partisipasi dan 
kepedulian dari 
pemerintahan 
nagari masih 
sangat kecil  
 
Kontrol: Belum 
Kelompok Siaga 
Bencana di 
nagari 
terbentuk.  
 
Manfaat:  
Tahunya 

1. Bencana datang 
tidaklah tentu 
kapan waktunya. 

2. Masyarakat 
belum merasakan 
pentingnya 
pengetahuan 
tentang bencana. 

3. Kaum 
perempuan 
selalu dianggap 
lemah dan tidak 
dapat untuk 
mengambil 
keputusan dalam 
keluarganya 

 

1. Kabupaten Pesisir 
Selatan 
memanjang dan 
BPBD dan jumlah 
Staf belum 
memadai untuk 
menjangkau 
daerah yang luas. 

2. Jarak antara 
kabupaten dan 
Nagari ada 
sekitar140 Km  

3. Perempuan yang 
tinggal dirumah 
dan bertanggung 
jawab pada anak 
balita yang butuh 
pertolongan masih 
belum ada 
pengetahuan 
bagaimana cara 
penyelelamatan 
apabila bencana 

Meningkatkan 
kemampuan 
pengolahan 
Manajemen 
Pengurangan 
Risiko Bencana 
dalam keluarga 
 
Meningkatkan 
kualitas 
perempuan 
terhadap 
pengurangan risiko 
bencana dalam 
keluarga 
 
Menghasilkan 
Pelatihan Keluarga 
Tangguh Bencana 

Memetakan data 
rawan bencana 
 
Sosialisasi dari Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Kabupaten Pesisir 
Selatan dan 
terbentuknya keluarga 
tangguh bencana 
 
Mengkoordinasikan 
antara OPD, 
Kabupaten/Kota dan 
internal SKPD, peran 
serta perguruan tinggi 
dan stakeholder 
lainnya.  
 
Mendorong 
Masyarakat untuk 
menerapkan jiwa sadar 
terhadap pengurangan 

9 Jenis 
Bencana 
 
232,30 
Luas 
Daerah 
Tepapar 
Bencana 
 
 
433.735 
Jiwa yang 
sudah 
terdata. 
 
 

Output: 
Jumlah Keluarga 
yang Mengikuti 
Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana 
Alam  
 
Outcome: 
Terlaksananya 
Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana 
Alam 



Alam 
OUTPUT 
Jumlah Keluarga 
yang Mengikuti 
Pelatihan Keluarga 
Tanggap Bencana 
Alam 

masyarakat 
dengan mitigasi 
bencana akan 
dapat 
mengurangi 
risiko yang 
terdampak 

terjadi 
4. Cara pengelolaan 

manajemen 
bencana belum 
membudaya di 
Keluarga 

risiko bencana 
terutama didalam 
keluarganya 

 

 
 
 

KEPALA PELAKSANA 
BPBD KAB. PESISIR SELATAN 

 
 

Ir.H.DONI GUSRIZAL,MM 
NIP 19641106 199503 1 001 
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Langkah  1 Langkah  2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah  9 

Nama 

Kebijakan/Program/ 

Kegiatan 

Data Pembuka Wawasan 

(Fakta/Fenomena Yang 

Terjadi) 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan (Apa 

Yang 

Menyebabkan Hal 

Tersebut Terjadi) 

(Akses, Partisipasi 

Dan Kontrol) 

Sebab 
Kesenjangan 

Internal 

Sebab 
Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Data Dasar (Base-

Line) 
Indikator Kinerja 

6. Jumlah pencari kerja 
tahun 2022 sebanyak 
1747 orang, laki-laki 
sebanyak 847 orang dan 
perempuan sebanyak 900 
orang. 
 

sarana dan 
prasarana 
pelatihan 

 

 

pada  tahun 2020  
pelatihan 
pengelasan smaw 
3G, pelatihan 
asisten pembuat 
pakaian, 
pelatihan 
pembuatan roti 
dan kue, 
pelatihan 
pemeliharaan 
berkala 
kendaraan 
ringan, pelatihan 
pemasangan 
listrik bangunan 
sederhana, 
pelatihan 
pembuatan 
masker.  
 

8. Jumlah tenaga 
kerja terlatih 
tahun 2022 
sebanyak 128  



Verifikasi 

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2024 

OPD : DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama Kebijakan/ 

Program/Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan 

ISU GENDER KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN PENGUKURAN HASIL 

Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan 
Internal 

Sebab 
Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Data Dasar (Base-

Line) 
Indikator Kinerja 

Program : 
Pengawasan dan 
Pemeriksaan 
Koperasi 
 
Kegiatan :  
Pemeriksaan dan 
Pengawasan 
Koperasi, Koperasi 
Simpan Pinjam/Unit 
Simpan Pinjam 
Yang Wilayah 
Keanggotaannya 
Dalam Daerah 

 
Sub Kegiatan : 
Pemeriksaan 
Kepatuhan Koperasi 
terhadap Peraturan 
Perundang-
Undangan 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 
 
Tujuan : 
Meningkatnya 
kualitas 
kelembagaan dan 
usaha koperasi 
 

- Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 
1992 tentang 
Perkoperasian 

- Peraturan Menteri 
Koperasi dan UKM 
RI Nomor 9 Tahun 
2018 tentang 
Penyelenggaraan 
dan Pembinaan 
Perkoperasian. 

- Peraturan Menteri 
Koperasi dan UKM 
RI Nomor 9 Tahun 
2020 tentang 
Pengawasan 
Koperasi. 

 
- Berdasarkan data 

keragaan koperasi 
tahun 2022, jumlah 
koperasi yang ada 
di Kab. Pesisir 
Selatan sebanyak  
326 unit, koperasi 
aktif sebanyak  154 
unit dan sisanya 
merupakan 
koperasi tidak aktif 
sebanyak 172 unit. 
Jumlah anggota 
koperasi 17.555 

Akses :  
1. Kurangnya 

partisipasi 
perempuan 
dalam 
manajemen 
koperasi. 

2. Kepengurusan 
koperasi 
didominasi oleh 
laki-laki 
 

Partisipasi : 
1. Kurangnya 

partisipasi 
perempuan 
dalam 
pengambilan 
keputusan. 

 
 
Kontrol : 
Penilaian kinerja 
koperasi belum 
berbasis gender. 
 
Manfaat: 
Pengurus koperasi 
belum menyadari 
sepenuhnya manfaat 
dari kegiatan 
pembinaan dan 

1. Keterbatasan 
jumlah SDM Bidang 
koperasi dalam 
memberikan 
pemeriksaan dan 
pengawasan 
koperasi. 

2. Masih rendahnya 
alokasi anggaran, 
khususnya untuk 
pemeriksaan dan 
pengawasan 
koperasi. 

3. Terbatasnya 
sarana dan 
prasarana 
pendukung untuk 
menunjang 
kelancaran 
pelaksanaan 
pemeriksaan dan 
pengawasan 
koperasi. 

4. Minimnya anggaran 
untuk melakukan 
pemeriksaan dan 
pengawasan 
koperasi. 

5. Kurangnya 
informasi dalam 
pengarustamaan 
gender di 

1. Masih rendahnya 
pemahaman 
Pengurus, 
Pengawas dan 
anggota koperasi 
tentang 
perkoperasian. 

2. Rendahnya 
kesadaran 
anggota dalam 
berkoperasi 

2. Masih kuatnya 
budaya bahwa 
laki-laki adalah 
pemimpin bagi 
wanita. 

3. Kurangnya 
pemahaman 
terhadap konsep 
gender. 

 
 

Melakukan 
penilaian kinerja 
koperasi yang 
berbasis gender 

 M
Meningkatkan 
kualitas 
kelembagaan 
dan usaha 
koperasi yang 
memperhatikan 
partisipasi laki-
laki dan 
perempuan 
dalam 
pengambilan 
keputusan di 
koperasi. 

 Memberikan 
kesempatan 
yang sama 
kepada 
perempuan 

dan laki-laki 
untuk menjadi 
Pengurus 
Koperasi. 

 

1. Melakukan 
pembinaan dan 
pengawasan koperasi 
serta memberikan 
pemahaman kepada 
anggota koperasi 
khususnya 
perempuan untuk 
pengkaderan menjadi 
pengurus koperasi. 

2. Melakukan penilaian 
kinerja koperasi yang 
berbasis gender. 

 

- Jumlah koperasi aktif 
= 154 unit  

- Jumlah Pengurus 
Koperasi laki-laki = 
80% 

- Jumlah Pengurus 
Koperasi perempuan 
= 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input : 
1. Jumlah 

pemeriksaan 
dan 
pengawasan 
yang dilakukan 
terhadap 
Pengurus 
Koperasi yang 
laki-laki dan 
perempuan. 

2. Jumlah kriteria 
penilaian 
kinerja 
koperasi yang 
melihat kepada 
aspek gender 
mulai dari 
keanggotaan 
koperasi, 
pengurus, 
manajer dan 
pengawas. 
 

Output  
- Jumlah pengurus 

koperasi laki laki 
dan perempuan 
yang terlatih 

 
 

- Jumlah  koperas 



Langkah  1 Langkah  2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah  9 

Nama 

Kebijakan/Program/ 

Kegiatan 

Data Pembuka Wawasan 

(Fakta/Fenomena Yang 

Terjadi) 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan (Apa 

Yang 

Menyebabkan Hal 

Tersebut Terjadi) 

(Akses, Partisipasi 

Dan Kontrol) 

Sebab 
Kesenjangan 

Internal 

Sebab 
Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Data Dasar (Base-

Line) 
Indikator Kinerja 

orang, laki-laki 
sebanyak 48 
orang dan 
perempuan 
sebanyak 80 
orang 

9. Jumlah pencari 
kerja tahun 2022 
sebanyak 1747 
orang, laki-laki 
sebanyak 847 
orang dan 
perempuan 
sebanyak 900 
orang. 

 

 

 
 



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 
 

OPD : DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA 

PROGRAM : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 

Langkah  1 Langkah  2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah  9 

Nama 

Kebijakan/Program/ 

Kegiatan 

Data Pembuka Wawasan 

(Fakta/Fenomena Yang 

Terjadi) 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan (Apa 

Yang 

Menyebabkan Hal 

Tersebut Terjadi) 

(Akses, Partisipasi 

Dan Kontrol) 

Sebab 
Kesenjangan 

Internal 

Sebab 
Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Data Dasar (Base-

Line) 
Indikator Kinerja 

Program : Program 
Pelatihan Kerja Dan 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 
 
 
Kegiatan   :  
Pelaksaanaan 
Pelatihan 
berdasarkan Unit 
Kompetensi 
 
Sub Kegiatan : 
Proses Pelaksanaan 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
Keterampilan bagi 
Pencari Kerja 

1. Undang-Undang No. 13 
Tahun 2013 tentang 
Ketenagakerjaan 
 

2. Undang-undang  No 11 
Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja 
 

3.  Jumlah Instruktur 
pelatihan yang ada 10 
(sepuluh) orang, 
kekurangan instruktur 18 
orang. 

 

4. Peralatan pelatihan masih 
memakai peralatan yang 
lama. Peralatan pelatihan 

Akses : 
Masih 
kurangnya 
informasi yang 
diperoleh 
masyarakat 
terhadap 
pendidikan dan 
pelatihan yang 
ada. 
 
Partisipasi : 
Masih 
banyaknya 
masyarakat 
laki-laki dan 
perempuan  
yang 

1. Keterbatasa
n anggaran 
pelatihan 

 
2. Kualitas 

SDM 
Instruktur 
terbatas 

 
3. Kurangnya 

instruktur 
pelatihan  
 

4. Kondisi 
peralatan 
pelatihan 
yang sudah 
tidak 

1.Jarak 
tempuh 
siswa dari 
domisili ke 
BLK terlalu 
jauh 

 
2.Kurangnya 

akses 
Informasi 
pelatihan ke 
calon siswa 
karena 
calon siswa 
ada yang 
dipelosok-
pelosok. 

 

Tersediany
a pencari 
kerja ( 
Calon 
Tenaga 
Kerja yang 
terlatih 
dan 
terampil ) 

 

 

1. Koordinasi 
dengan PEMDA 
tentang 
kurangnya 
instruktur 
pelatihan yang 
ASN. 
 

2. Koordinasi 
dengan 
Kementerian 
Tenaga kerja dan 
PEMDA 

 

5. Mengusulkan 
penambahan 
instruktur bagi 

1. Jumlah Instruktur 
10  (sepuluh) 
orang, 
kekurangan 
instruktur 18 
orang.  

6. Peralatan 
pelatihan masih 
peralatan yang 
lama. Peralatan 
pelatihan jurusan 
pembangunan 
yang rusak (ketam 
tangan besi 
panjang, ketan 
tangan besi 
pendek, ketam 
tangan bes 

Input : Rp. 
3.376.807.160 

                       

Outcome : 

Terlatihnya 
tenaga pencari 
kerja sebanyak 
750 orang 
 
Output :  
1.Meningkatnya 

keterampilan 
dan 
pengetahuan 
pencari kerja  

 



Langkah  1 Langkah  2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah  9 

Nama 

Kebijakan/Program/ 

Kegiatan 

Data Pembuka Wawasan 

(Fakta/Fenomena Yang 

Terjadi) 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan (Apa 

Yang 

Menyebabkan Hal 

Tersebut Terjadi) 

(Akses, Partisipasi 

Dan Kontrol) 

Sebab 
Kesenjangan 

Internal 

Sebab 
Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Data Dasar (Base-

Line) 
Indikator Kinerja 

berdasarkan Klaster 
Kompetensi 
 
Tujuan : 
Tersedianya 
pencari kerja ( 
Calon Tenaga Kerja 
yang terlatih ) 
 
 

jurusan pembangunan 
yang rusak ( ketam tangan 
besi panjang, ketan tangan 
besi pendek, ketam tangan 
bes menengah, ketam 
tangan besi pelides, pahat 
tangan cembung, speed cat 
wagum, mesin bubut kayu, 
mesin bor duduk, mesin 
gesrindra biasa, mesin 
gerinda/ knife gerinden)  
peralatan pelatihan 
jurusan otomotif yang 
rusak (sprak plug gap, 
torque wrench handle, 
kotak pekakas,offset 
wrench, socket wrench, 
ratchet handle, kunci busi, 
adjustable wrench12, 
combination plier, water 
pump plier, pipe wrech, 
pound trough screw driver) 
peralatan pelatihan 
jurusan bubut dan las 
kurang baik (mesin bubut, 

membutuhkan 
pendidikan dan  
pelatihan bagi 
pencari kerja.  
 
Kontrol : 

1. Masih 
kurangnya 
pemantauan 
terhadap 
peserta 
pelatihan yang 
sudah diberikan 
 

2. Perlunya 
penambahan 
instruktur 
pelatihan yang 
ASN. 

 
3. Penambahan 

peralatan 

pelatihan. 

 

memadai  
. 

3. Belum 
adanya 
asrama 
untuk 
peserta 
pelatihan  
 

5.Terbatasnya  
sarana dan 
prasarana 
penunjang 

 

 
 

 

3.Kurangnya 
minat calon 
siswa untuk 
mengikuti 
pelatihan 

 
4.Terbatasnya 

jumlah 
peserta 
pelatihan 

 
 
 

 

 

instruktur 
kejuruan yang 
telah pensiun 
dan kejuruan 
yang belum ada 
instrukturnya 

 
6. Mengusulkan ke 

Kementerian 
Tenaga Kerja dan 
PEMDA 
pengadaan 
peralataan 
pelatihan baru. 

 

 
7. Mengusulkan 

pembangunan a 
srama siswa. 
 

8. Melaksanakan 
sosialisasi 
pelatihan 
disetiap 
kecamatan/naga

menengah, ketam 
tangan besi 
pelides, pahat 
tangan cembung, 
speed cat wagum, 
mesin bubut kayu, 
mesin bor duduk, 
mesin gesrindra 
biasa, mesin 
gerinda/ knife 
gerinden)  
peralatan 
pelatihan jurusan 
otomotif ysng 
rusak (sprak plug 
gap, torque 
wrench handle, 
kotak 
pekakas,offset 
wrench, socket 
wrench, ratchet 
handle, kunci busi, 
adjustable 
wrench12, 
combination plier, 

 
2.Terpenuhinya 

perlatan 
pelatihan di 
setiap 
jurusan. 

 
3.Tersedianya 

asrama siswa 
yang 
representatif 

 
4.Terpenuhinya 

instruktur 
pelatihan  
yang 
menguasai  
teknologi IT 

 



Langkah  1 Langkah  2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah  9 

Nama 

Kebijakan/Program/ 

Kegiatan 

Data Pembuka Wawasan 

(Fakta/Fenomena Yang 

Terjadi) 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan (Apa 

Yang 

Menyebabkan Hal 

Tersebut Terjadi) 

(Akses, Partisipasi 

Dan Kontrol) 

Sebab 
Kesenjangan 

Internal 

Sebab 
Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Data Dasar (Base-

Line) 
Indikator Kinerja 

mesin bor, mesin skrup, 
mesin pemotong plat, 
mesin gergaji, pompa air, 
mesin las, maximat, mesin 
fres, mesin ulir pipa, mesin 
tempa, ragum) 

 

5. Tidak adanya asrama untuk 
siswa untuk pelatihan. 

 

3. Rata-rata instruktur yang 
ada belum menguasai 
teknologi IT. 
 

4. Pelatihan yang sudah 
dilaksanakan pada  tahun 
2022 sebanyak 8 paket. 

 

  
5. Jumlah tenaga kerja 

terlatih tahun 2022 
sebanyak 128  orang, laki-
laki sebanyak 48 orang 
dan perempuan sebanyak 
80 orang 

4. Perlunya 

pembangunan 

asrama Siswa 

pelatihan. 

 

5. Instruktur yang 

ada harus 

mengikuti 

kursus 

pelatihan IT 

ri  se Kabupaten 
Pesisir Selatan 
 

 

9. Melakukan 
pelatihan untuk 
tenaga kerja 
sebanyak 750 
dari 15 
kecamatan 

 

 

10. Mengevaluasi 
pelaksanaan 
pelatihan  

 
11. Pengadaan 

sarana dan 
prasarana 
tentang 
Teknologi IT 
untuk intruktur 

12. Pengadaan 

water pump plier, 
pipe wrech, pound 
trough screw 
driver) peralatan 
pelatihan jurusan 
bubut dan las 
kurang baik 
(mesin bubut, 
mesin bor, mesin 
skrup, mesin 
pemotong plat, 
mesin gergaji, 
pompa air, mesin 
las, maximat, 
mesin fres, mesin 
ulir pipa, mesin 
tempa, ragum) 

 
2. Tidak adanya 

asrama untuk 
siswa untuk 
pelatihan. 
 

7. Pelatihan yang 
sudah dilakukan 



Verifikasi 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama Kebijakan/ 

Program/Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan 

ISU GENDER KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN PENGUKURAN HASIL 

Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan 
Internal 

Sebab 
Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Data Dasar (Base-

Line) 
Indikator Kinerja 

orang, laki-laki 
sebanyak 8.343 
orang dan  
perempuan 
sebanyak 9.212 
orang 

 

- Dari 154 unit 
koperasi tersebut, 
yang menjadi 
Pengurus Koperasi 
didominasi oleh 
laki-laki sekitar + 
80%, sedangkan 
perempuan hanya 
sebesar 20%. 

 

pengawasan koperasi 
yang sudah 
dilaksanakan. 

lingkungan 
koperasi, 

yang diperiksa 
dan diawasi 

 
 

Outcome  
Meningkatnya 
kualitas 
kelembagaan 
dan usaha 
koperasi yang 
responsive 
gender 
 

Jumlah anggaran : 
Rp. 33.499.800,- 
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Manfaat :

- Tersedianya data dan 

informasi yang valid, 

sehingga bisa 

digunakan sebagai 

acuan dan kegiatan 

lebih tepat sasaran.

Catatan :

A. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan 

atau program, kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.

B. GAP ditingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau 

lokasi yang sama.

C. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri  dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis sub kegiatan.

Painan, 17  Mei 2023



 

SKPD :

Program : 2.14.03

Kegiatan : 2.14.03.2.01

Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.02

Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Faktor Kesenjangan
Sebab Kesenjangan 

Internal

Sebab Kesenjangan 

Eksternal
Reformasi Tujuan Rencana Aksi

Basis Data

(Base-Line)
Indikator Kinerja

Input : 

Rencana Aksi II

Rp. 80.000.000,-

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendaliaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Langkah 1

Media Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi 

(KIE) masih bias 

terhadap Gender.

Remaja adalah 

masa peralihan dari 

anak-anak menuju 

dewasa. Kehidupan 

remaja merupakan 

kehidupan yang 

sangat menentukan 

bagi kehidupan 

masa yang akan 

datang. Karena itu 

diperlukan 

perhatian khusus 

bagi remaja untuk 

melakukan 

pembentukan 

karakter terutama 

memberikan 

pemahaman untuk 

merencanakan 

masa depannya 

baik disesi 

pendidikan untuk 

kariernya dimasa 

yang akan datang 

maupun 

memberikan 

pemahaman 

tentang 

pedewasaan usia 

perkawinan.

Tujuan :

Melakukan 

pembentukkan 

karakter bangsa 

terutama 

dikalangan generasi 

muda dan remaja.

Dalam rangka 

merespon 

permasalahan yang 

sering terjadi pada 

remaja, juga untuk 

penyiapan 

kehidupan 

berkeluarga bagi 

remaja melalui 

pemahaman 

tentang 

pendewasaan usia 

perkawinan.

Pengadaan Media 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE).

Kegiatan :

Program :

2. Pembinaan 

Keluarga Berencana 

(KB)

Isu Gender Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan Pengukuran Hasil
Nama Kebijakan/ 

Program/Kegiatan

Data Pembuka 

Wawasan

2. Pelaksanaan 

Advokasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

2. Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Program KKBPK 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

Melakukan 

pembentukkan 

karakter bangsa 

terutama dikalangan 

generasi muda dan 

remaja.

Dalam rangka 

Akses :

- Kurangnya Media 

Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) 

tentang Program 

Keluarga Berencana 

bagi Masyarakat.

Partisipasi :

- Masih rendahnya 

kepedulian masyarakat 

terhadap Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi 

(KIE) tentang Program 

Keluarga Berencana 

bagi Masyarakat.

Remaja adalah 

masa peralihan 

dari anak-anak 

menuju 

dewasa. 

Kehidupan 

remaja 

merupakan 

kehidupan yang 

sangat 

menentukan 

bagi kehidupan 

masa yang 

akan datang. 

Karena itu 

diperlukan 

perhatian 

khusus bagi 

remaja untuk 

melakukan 

pembentukan 

karakter 

terutama 

memberikan 

pemahaman 

untuk 

merencanakan 

masa depannya 

baik disesi 

pendidikan 

untuk kariernya 

dimasa yang 

akan datang 

Kontrol :

- Masih kurang 

diterapkannya Media 

Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE).

- Stigma masyarakat 

bahwa permasalahan 

yang sering terjadi 

pada remaja tidak 

begitu direspon.

- Kurangnya 

pembentukkan karakter 

bangsa terutama 

dikalangan generasi 

muda dan remaja.

- Kurangnya 

menyiapan kehidupan 

berkeluarga bagi 

remaja tentang usia 

perkawinan.

Outcome :

- 1 Dokumen.

Sub Kegiatan :

Output :

- Jumlah Dokumen 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Program Bangga 

Kencana 

(Pembangunan 

Keluarga, 

Kependudukan, dan 

Keluarga 

Berencana) Sesuai 

Kearifan Budaya 

Lokal.

Manfaat :

- Media Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi 

(KIE) belum mampu 

memberikan informasi 

secara menyeluruh 

kepada masyarakat 

tentang Program 

Pembinaan Keluarga 

Tujuan :

Jumlah Nagari di 

Kab. Pesisir Selatan 



  

Painan, 17 Mei 2023

Catatan :

A. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan 

atau program, kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.

B. GAP ditingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau 

lokasi yang sama.

C. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri  dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis sub kegiatan.



 

SKPD :

Program : 2.14.02

Kegiatan : 2.14.02.2.02

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.12

Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Faktor Kesenjangan
Sebab Kesenjangan 

Internal

Sebab Kesenjangan 

Eksternal
Reformasi Tujuan Rencana Aksi

Basis Data

(Base-Line)
Indikator Kinerja

Input : 

Rencana Aksi I

Rp. 109.200.000,-

Output :

- Jumlah Data dan 

Informasi Keluarga 

yang Tersedianya.

Outcome :

- 1 Dokumen

Langkah 1

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendaliaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Pengendalian Penduduk

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

1. Pemetaan 

Perkiraan 

Pengendalian 

Penduduk Cakupan 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Nama Kebijakan/ 

Program/Kegiatan

Data Pembuka 

Wawasan

Isu Gender Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan Pengukuran Hasil

Program : Akses :

- Keterbatasan data 

dukung dan informasi 

keluarga yang benar 

dan lengkap sehingga 

dapat mempengaruhi 

pencapaian target dan 

tepatnya sasaran 

kegiatan.

Kontrol :

- Keterbatasan Sumber 

Daya Manusia yang 

memfasilitasi 

pendataan informasi 

keluarga.

Tujuan :

Tersedianya data 

dan informasi 

keluarga agar dapat 

menginventarisir 

kebutuhan sasaran 

masing-masing 

kegiatan

- Meningkatnya 

kualitas 

kesejahteraan 

keluarga dengan 

meningkatnya 

partisipasi dan 

keaktifan keluarga 

memberikan data 

dan informasi yang 

dibutuhkan 

sehingga data dan 

informasi yang 

tersedia lebih valid.

- Dengan kata lain 

memberikan 

pemahaman 

kepada keluarga 

terkait hak dan 

kebutuhan 

khususnya, 

sehingga bisa 

meningkatkan 

kualitas keluarga 

tersebut.

Partisipasi :

- Masih rendahnya 

kesadaran Anggota 

Keluarga untuk dapat 

berperan aktif 

memberikan data yang 

benar dan informasi 

yang lengkap.

Sub Kegiatan :

1. Pencatatan dan 

Pengumpulan Data 

Keluarga

- Melakukan 

Pendataan 

Keluarga (PK). 

Tujuannya adalah 

untuk mengetahui 

jumlah keluarga 

yang menjadi 

sasaran kegiatan.

- Terdapat 525 

Kelompok Kegiatan 

(Poktan) di Kab. 

Pesisir Selatan 

yang terdiri dari :

BKL = 120,

BKR = 97,

BKB = 188,

PIK-R = 57,

UPPKA = 63.

1. Pengendalian 

Penduduk

Kegiatan :

Terdapat 525 

Kelompok 

Kegiatan 

(Poktan) di 

Kab. Pesisir 

Selatan yang 

kondisinya saat 

ini hanya 

menjadi data 

bias. Artinya 

secara 

administrasi 

datanya ada, 

tetapi banyak 

yang tidak aktif 

lagi, sehingga 

keberadaannya 

perlu ditelusuri 

kembali dan 

dilakukan 

pembinaan.

- Rendahnya 

kesadaran dan 

kepedulian masyarakat 

untuk berpartisipasi 

secara aktif agar dapat 

tersedia data yang 

benar dan informasi 

yang lengkap.

- Untuk dapat 

melindungi kelompok-

kelompok rentan yang 

menjadi sasaran 

dilingkungan keluarga 

masing-masing terlebih 

dahulu harus 

mempunyai data 

keluarga dan informasi 

yang lengkap dan 

benar untuk dijadikan 

pedoman kegiatan.



  

Dalam rangka 

merespon 

permasalahan yang 

sering terjadi pada 

remaja, juga untuk 

penyiapan kehidupan 

berkeluarga bagi 

remaja melalui 

pemahaman tentang 

pendewasaan usia 

perkawinan.

akan datang 

maupun 

memberikan 

pemahaman 

tentang 

pedewasaan 

usia 

perkawinan.

Jumlah :

BKR = 97,

PIK-R = 57.

tentang Program 

Pembinaan Keluarga 

Berencana (KB).

Jumlah Nagari 

di Kab. Pesisir 

Selatan 182 

Nagari/Desa.

Jumlah :

BKR = 97,

PIK-R = 57.

Kab. Pesisir Selatan 

182 Nagari/Desa.

Painan, 17 Mei 2023

Catatan :

A. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan 

atau program, kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.

B. GAP ditingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau 

lokasi yang sama.

C. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri  dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis sub kegiatan.



  

SKPD :

Program : 2.14.04

Kegiatan : 2.14.04.2.01

Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.05

Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

Faktor Kesenjangan
Sebab Kesenjangan 

Internal

Sebab Kesenjangan 

Eksternal
Reformasi Tujuan Rencana Aksi

Basis Data

(Base-Line)
Indikator Kinerja

Input : 

Rencana Aksi III

Rp. 2.194.160.000,-

- Kurangnya Kader 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga/UPPKS) di 

Nagari

Program :

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendaliaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Langkah 1

- Melakukan 

Pendataan 

Keluarga (PK). 

Tujuannya adalah 

untuk mengetahui 

jumlah keluarga 

yang menjadi 

sasaran kegiatan.

- Untuk dapat 

melindungi kelompok-

kelompok rentan yang 

menjadi sasaran 

dilingkungan keluarga 

masing-masing terlebih 

dahulu harus 

mempunyai data 

keluarga dan informasi 

yang lengkap dan 

benar untuk dijadikan 

pedoman kegiatan.

Nama Kebijakan/ 

Program/Kegiatan

Data Pembuka 

Wawasan

Isu Gender Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan Pengukuran Hasil

3. Pemberdayaan 

dan Peningkatan 

Keluarga Sejahtera 

(KS)

Kegiatan :

Jumlah Unit 

Sarana Kelompok 

Kegiatan 

(Poktan) 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, 

BKR, BKL, 

PPPKS, PIK-R 

dan 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga/UPPKS

)

Pengendalian 

angka kelahiran 

adalah salah satu 

aspek utama 

dalam Program 

KB.

Akses :

- Banyaknya Kelompok-

Kelompok Kegiatan 

yang Tidak Aktif, akibat 

kurangnya pembinaan 

dan SDM kader 

dilapangan

- Masih kurangnya 

tentang keberadaan 

Kelompok Kegiatan di 

Nagari.

Sub Kegiatan :

3. Pelaksanaan 

Pembangunan 

Keluarga Melalui 

Pembinaan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

3. Penyediaan Biaya 

Operasional Bagi 

Pengelola dan 

Pelaksana (Kader) 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

- Meningkatnya 

kualitas 

kesejahteraan 

keluarga dengan 

meningkatnya 

partisipasi dan 

keaktifan keluarga 

memberikan data 

dan informasi yang 

dibutuhkan 

sehingga data dan 

informasi yang 

tersedia lebih valid.

- Dengan kata lain 

memberikan 

pemahaman 

kepada keluarga 

terkait hak dan 

kebutuhan 

khususnya, 

sehingga bisa 

meningkatkan 

kualitas keluarga 

tersebut.

- Terdapat 525 

Kelompok 

Kegiatan (Poktan) 

di Kab. Pesisir 

Selatan yang 

terdiri dari :

BKL = 120,

BKR = 97,

BKB = 188,

PIK-R = 57,

UPPKA = 63.

Outcome :

- 322 Orang.

Jumlah Nagari di 

Kab. Pesisir 

Selatan 182 

Nagari/Desa.

Output :

- Jumlah Kader 

Pengelola dan 

Pelaksana (Kader) 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, 

BKR, BKL, PPPKS, 

PIK-R dan 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)



  

Partisipasi :

 - Kurangnya peran 

aktif kader pada 

Kelompok Kegiatan di 

Nagari

Manfaat :

- Meningkatnya 

kualitas kesejahteraan 

keluarga dengan 

meningkatnya 

partisipasi dan 

keaktifan keluarga 

memberikan data dan 

informasi yang 

dibutuhkan sehingga 

data dan informasi 

yang tersedia lebih 

valid.

- Dengan kata lain 

memberikan 

pemahaman kepada 

keluarga terkait hak 

dan kebutuhan 

khususnya, sehingga 

bisa meningkatkan 

kualitas keluarga 

tersebut.

Tersedianya Biaya 

Operasional Bagi 

Pengelola dan 

Pelaksana (Kader) 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga (BKB, BKR, 

BKL, PPPKS, PIK-R 

dan Pemberdayaan 

Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

Tujuan :

Kontrol :

- Keterbatasan 

kemampuan 

mengambil keputusan 

secara mandiri oleh 

kader

Jumlah Nagari di 

Kab. Pesisir 

Selatan 182 

Nagari/Desa.



https://v3.camscanner.com/user/download


Lembar  :2 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Progr

am/ Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 
Internal 

Sebab 

Kesenjangan 
Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Basis Data 

(Base-Line) 

Indikator 

Kinerja 

sarana dan 

prasarana 

gedung kantor 

serta bangunan 

lainnya di Kantor 

Camat 

Kecamatan 

Airpura 

 

down, bottom 
up, teknokratik, 

politis, aspiratif. 

- Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 
Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah salah 

satu instrumen 

untuk 
menjawab 

pendekatan 

bottom up dan 

aspiratif 

- Kondisi saat ini 
pada 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah  Tahun 

2023 dan 2024 

porsi terkait 

dengan isu-isu 
gender antara 

lain : disabilitas, 

lansia, pemuda, 

anak, kepala 

rumah tangga 

miskin 

Daerah minim 
- E planning 

belum 

mengakomodir 

semua 

komponen 
Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 
Daerah. 

Kontrol 

- Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 
Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah hanya 

sebatas 

memenuhi 
amanat dalam 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

Manfaat 

Porsi 

pengalokasian 

anggaran lebih 

banyak 

tidak 
sebanding 

dengan 

substansi 

yang dibahas 

- Mindset 
perencana di 

bappeda 

bahwa 

mengusulkan 

kegiatan yang 

baru diluar 
renstra tidak 

di perbolehkan 

kebijakan/
kepala 

OPD/SKPD 

minim 

- Makin 

tingginya 
tingkat 

pengawasa

n pada 

penyusuna

n 

perencanaa
n 

- Masih 

minimnya 

informasi 

yang 
dimiliki 

masyarakat 

terkait 

dengan 

prioritas 

pembangun
an dan 

kewenanga

n masing-

masing 

pemerintah 
daerah 

- Pemelihara

an Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

- komposisi 
elemen yang 

hadir  

pemerintah..

.., swasta...., 

masyarakat..
. (ormas..., 

lsm...) 

- komposisi 

peserta dari 

kelompok 

umur anak-
anak (0-18 

tahun) .... 

pemuda (18 

– 30 th) .... 

dewasa (30 – 
60 th) .... 

lansia (60 th 

ke atas) ..... 

- tingkat 

kehadiran 

disabilitas 
pada 

pelaksanaan 

peningkatan 

efektifitas 

kegiatan 
pemberdaya

an 

masyarakat 

di 

wilayahkeca

matan tahun 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

 

Outcome; 

Pemeliharaan/Re
habilitasi 

Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya  

Dst..... 



Lembar  :8 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Progr

am/ Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 
Internal 

Sebab 

Kesenjangan 
Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Basis Data 

(Base-Line) 

Indikator 

Kinerja 

Permen PPN ini 
berlaku pada 

tanggal 27 

Oktober 2017, 

mengamanatka

n bahwa 
penyusunan 

dokumen 

menggunakan 

pendekatan top 

down, bottom 

up, 
teknokratik, 

politis, 

aspiratif. 

- peningkatan 

efektifitas 
kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat 

salah satu 

instrumen 

untuk 
menjawab 

pendekatan 

bottom up dan 

aspiratif 

- kondisi saat ini 
pada 

peningkatan 

efektifitas 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat 

peningkatan 
efektifitas 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat. 

kontrol 

- peningkatan 

efektifitas 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat 

hanya sebatas 
memenuhi 

amanat dalam 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 
manfaat 

porsi 

pengalokasian 

anggaran lebih 

banyak 

ditentukan oleh 
pendekatan top 

down dan politik. 

kegiatan yang 
baru diluar 

renstra tidak di 

perbolehkan 

- masih 
minimnya 

informasi 

yang dimiliki 

masyarakat 

terkait 
dengan 

prioritas 

pembangun

an dan 

kewenangan 

masing-
masing 

pemerintah 

daerah 

- pkk belum 

dianggap 
sebagai 

sesuatu hal 

yang penting 

untuk 

didukung 

oleh 
pengganggar

an yang 

maksimal 

umur anak-
anak (0-18 

tahun) .... 

pemuda (18 

– 30 th) .... 

dewasa (30 – 
60 th) .... 

lansia (60 th 

ke atas) ..... 

- tingkat 

kehadiran 

disabilitas 
pada 

pelaksanaan 

peningkatan 

efektifitas 

kegiatan 
pemberdaya

an 

masyarakat 

di 

wilayahkeca

matan tahun 
2023 dan 

2024 



Lembar  :10 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Progr

am/ Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 
Internal 

Sebab 

Kesenjangan 
Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Basis Data 

(Base-Line) 

Indikator 

Kinerja 

lsm1.) 
 

 

HASIL VERIFIKASI TIM PENGGERAK PPRG 

         

PERBAIKAN GAP SETELAH VERIFIKASI 

         

 

 
 

 
 
 
 

Tamuan, 22 Mei 2023 
CAMAT AIRPURA, 

 
 
 

SURMAYENTI, S.Sos 
NIP. 196910231989032001 

                   



Lembar  :1 

 

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 

OPD : Kecamatan Airpura Tahun 2024 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Progr

am/ Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 
Internal 

Sebab 

Kesenjangan 
Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Basis Data 

(Base-Line) 

Indikator 

Kinerja 

Program : 1 

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

Kegiatan : 1 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Sub. Kegiatan :1 

Pemeliharaan/Re

habilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya  

Tujuan : 

Terpeliharanya 

- Dasar 
Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah di 

Kecamatan 

yakni UU no. 24 

tahun 

2009 tentang 
Bendera, 

Bahasa, dan 

Lambang 

Negera, dan 

PP 62 tahun 
1990 tentang 

Ketentuan 

Protokol tentang 

Tata Tempat 

Tata Upacara 

dan Tata 
Penghormatan,  

mengamanatkan 

bahwa 

penyusunan 

dokumen 
menggunakan 

pendekatan top 

Akses 

- Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah belum 

menjangkau 

semua 

komponen 

masyarakat 
dikarenakan 

pengurangan 

anggaran 

- Jadwal kegiatan 

Upacara PHBN 
harus 

disesuaikan 

dengan jadwal 

Daerah dan 

Pusat 

- Pelaksanaan 
Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

- Pengelola 
kegiatan 

belum 

responsif 

gender 

- Minimnya 
pelaksanaan 

sosialisasi, 

informasi dan 

edukasi 

kepada 

komponen 
masyarakat 

terkait 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 
Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

- Karena 

keterbatasan 
anggaran 

mengakibatka

n waktu 

pelaksanaan 

kegiatan 
sangat 

terbatas dan 

- Tidak 
semua 

kelompok 

masyarakat 

memiliki 

alamat 
yang jelas 

untuk 

dihubungi 

- Pelaksanaa

n kegiatan 

Pemelihara
an Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintah

an Daerah  

lebih 

mengutama

kan 

seremonial 
daripada 

substansi 

pembahasa

n 

- Tingkat 
kehadiran 

pemangku 

- Terlaksana

nya 

Pemelihara

an Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah 

di 

Kecamatan 

- Tersedianya 
anggaran 

bahan dan 

material serta 

peralatan 

bangunan 
- Terpenuhinya 

bahan dan 

material serta 

peralatan 

bangunan 

lapangan yang 
dibutuhkan 

- Terpeliharanya 

sarana da 

prasarana 

gedung dan 

bangunan 

lainnya se-

kecamatan 

airpura 

- Pemeliharaa
n Barang 

Milik Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintaha
n Daerah di 

wilayah 

kecamatan 

tahun 2023 

dan 2024  

- Terlaksanan
ya 

Pemeliharaa

n Barang 

Milik Daerah 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintaha

n Daerah di 

Kecamatan  

- peserta yang 

hadir ... 
orang. 

- komposisi 

jenis 

kelamin .... 

laki-laki dan 
... 

perempuan. 

Kegiatan 1; 
 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum sesuai 
Penugasan 

Kepala Daerah 

dengan sub. 

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah di Kantor 
Camat 

Kecamatan 

 

Input ; 

Rp. 33.644.455,- 

 
Output; 

Jumlah 

Pelaksanaan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 



Lembar  :6 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Progr

am/ Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 
Internal 

Sebab 

Kesenjangan 
Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Basis Data 

(Base-Line) 

Indikator 

Kinerja 

(janda), dll 
masih minim 

- Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 

Daerah tahun 

2023 dan 2024 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

pendekatan top 
down dan politik 

Pemerintah
an Daerah 

belum 

dianggap 

sebagai 

sesuatu hal 
yang 

penting 

untuk 

didukung 

oleh 

penggangga
ran yang 

maksimal 

2024 



Lembar  :7 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Progr

am/ Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 
Internal 

Sebab 

Kesenjangan 
Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Basis Data 

(Base-Line) 

Indikator 

Kinerja 

 

Program : 1 

Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan. 

 

Kegiatan : 1 

Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Desa 

Sub. Kegiatan :2 

Peningkatan 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

WilayahKecamata

n  

Tujuan : 

Terlaksananya 

pembinaan 

TP.PKK Nagari 

Kecamatan 

Airpura 

 

- dasar 
pelaksanaan 

peningkatan 

efektifitas 

kegiatan 

pemberdayaan 
masyarakat di 

kecamatan 

yakni dasar 

pelaksanaan 

peningkatan 

efektifitas 
kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

kecamatan 

yakni 
permendagri no 

36 tahun 2020 

tentang 

peraturan 

pelaksanaan 

peraturan 
presiden  no 99 

tahun 2017 

tentang 

gerakan 

pemberdayaan 
dan 

kesejahteraan 

keluarga, dan 

akses 

- peningkatan 

efektifitas 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat 
belum 

menjangkau 

semua komponen 

pemberdayaan 

masyarakat 

dikarenakan 
pengurangan 

anggaran 

- jadwal kegiatan 

pkk harus 

disesuaikan 
dengan jadwal 

pkk daerah 

- informasi 

pelaksanaan 

peningkatan 

efektifitas 
kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat 

minim 

- e-planning belum 
mengakomodir 

semua komponen 

- pengelola 
kegiatan belum 

responsif 

gender 

- minimnya 

pelaksanaan 
sosialisasi, 

informasi dan 

edukasi kepada 

komponen 

masyarakat 

trkait 
penyusunan 

perencanaan 

- karena 

keterbatasan 

anggaran 
mengakibatkan 

waktu 

pelaksanaan 

kegiatan sangat 

terbatas dan 

tidak 
sebanding 

dengan 

substansi yang 

dibahas 

- mindset 
perencana di 

bappeda bahwa 

mengusulkan 

- tidak semua 
kelompok 

masyarakat 

memiliki 

alamat yang 

jelas untuk 
dihubungi 

- pelaksanaan 

kegiatan 

musrenbang 

lebih 

mengutama
kan 

seremonial 

daripada 

substansi 

pembahasan 
- tingkat 

kehadiran 

pemangku 

kebijakan/k

epala 

opd/skpd 
minim 

- makin 

tingginya 

tingkat 

pengawasan 
pada 

penyusunan 

perencanaan 

- terlaksana

nya 

pembinaan 

tp.pkk 

nagari 

kecamatan 

airpura 

- terlaksana

nnya 

gerakan 

masyaraka

t sehat 

(germas) 

- tersedianya 
anggaran 

perjalanan 

dinas dan 

makan minum 

- terpenuhinya 
perjalanan 

dinas dan 

makan minum 

rapat yang 

dibutuhkan 

- terlaksananya 

pembinaan 

tp.pkk nagari 

kecamatan 

airpura 

- terlaksananny

a gerakan 

masyarakat 
sehat (germas) 

- pelaksanaan 
peningkatan 

efektifitas 

kegiatan 

pemberdaya

an 
masyarakat 

di 

wilayahkeca

matan tahun 

2023 dan 

2024 peserta 
yang hadir 

... orang. 

- komposisi 

jenis 

kelamin .... 
laki-laki dan 

... 

perempuan. 

- komposisi 

elemen yang 

hadir  
pemerintah..

.., swasta...., 

masyarakat..

. (ormas..., 

lsm...) 
- komposisi 

peserta dari 

kelompok 

Kegiatan 3; 
 

Peningkatan 

Efektifitas 

Kegiatan 

Pemberdayaan 
Masyarakat di 

WilayahKecamat

an 

 

Input ; 

Rp.19.000.000,- 
 

Output; 

Jumlah lembaga 

sosial ekonomi 

masyarakat yang 
difasilitasi dan 

dibina 

 

Outcome; 

Jumlah lembaga 

sosial ekonomi 
masyarakat yang 

difasilitasi dan 

dibina 

 

Dst..... 



Lembar  :3 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Progr

am/ Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 
Internal 

Sebab 

Kesenjangan 
Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Basis Data 

(Base-Line) 

Indikator 

Kinerja 

perempuan 
(janda), dll 

masih minim 

- Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 
Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah tahun 

2023 dan 2024 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ditentukan oleh 
pendekatan top 

down dan politik 

Urusan 
Pemerintah

an Daerah 

belum 

dianggap 

sebagai 
sesuatu hal 

yang 

penting 

untuk 

didukung 

oleh 
penggangga

ran yang 

maksimal 

2023 dan 
2024 



Lembar  :5 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Progr

am/ Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 
Internal 

Sebab 

Kesenjangan 
Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Basis Data 

(Base-Line) 

Indikator 

Kinerja 

Kecamatan 

Airpura 

 

up, teknokratik, 
politis, aspiratif. 

- Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 

Daerah salah 

satu instrumen 

untuk 

menjawab 
pendekatan 

bottom up dan 

aspiratif 

- Kondisi saat ini 

pada 
Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 
Daerah  Tahun 

2023 dan 2024 

porsi terkait 

dengan isu-isu 

gender antara 
lain : disabilitas, 

lansia, pemuda, 

anak, kepala 

rumah tangga 

miskin 

perempuan 

- E planning 
belum 

mengakomodir 

semua 

komponen 

Pemeliharaan 
Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah. 
Kontrol 

- Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintahan 

Daerah hanya 

sebatas 

memenuhi 

amanat dalam 
penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

Manfaat 

Porsi 
pengalokasian 

anggaran lebih 

banyak 

ditentukan oleh 

sebanding 
dengan 

substansi 

yang dibahas 

- Mindset 

perencana di 
bappeda 

bahwa 

mengusulkan 

kegiatan yang 

baru diluar 

renstra tidak 
di perbolehkan 

kepala 
OPD/SKPD 

minim 

- Makin 

tingginya 

tingkat 
pengawasa

n pada 

penyusuna

n 

perencanaa

n 
- Masih 

minimnya 

informasi 

yang 

dimiliki 
masyarakat 

terkait 

dengan 

prioritas 

pembangun

an dan 
kewenanga

n masing-

masing 

pemerintah 

daerah 
- Pemelihara

an Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

elemen yang 
hadir  

pemerintah..

.., swasta...., 

masyarakat..

. (ormas..., 
lsm...) 

- komposisi 

peserta dari 

kelompok 

umur anak-

anak (0-18 
tahun) .... 

pemuda (18 

– 30 th) .... 

dewasa (30 – 

60 th) .... 
lansia (60 th 

ke atas) ..... 

- tingkat 

kehadiran 

disabilitas 

pada 
pelaksanaan 

peningkatan 

efektifitas 

kegiatan 

pemberdaya
an 

masyarakat 

di 

wilayahkeca

matan tahun 

2023 dan 

Pemerintahan 
Daerah 

 

Outcome; 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 
Mesin Lainnya  

Dst..... 



Lembar  :9 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Progr

am/ Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 
Internal 

Sebab 

Kesenjangan 
Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Basis Data 

(Base-Line) 

Indikator 

Kinerja 

tahun 2023 
dan 2024 porsi 

terkait dengan 

isu-isu gender 

antara lain : 

disabilitas, 
lansia, 

pemuda, anak, 

kepala rumah 

tangga miskin 

perempuan 

(janda), dll 
masih minim 

- pelaksanaan 

peningkatan 

efektifitas 

kegiatan 
pemberdayaan 

masyarakat 

tahun 2023 

dan 2024 

peserta yang 

hadir 50 orang. 
- komposisi jenis 

kelamin 1 laki-

laki dan 50 

perempuan. 

- komposisi 
elemen yang 

hadir  

pemerintah10 

swasta2 

masyarakat3 

(ormas.1., 



Lembar  :4 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Progr

am/ Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 
Internal 

Sebab 

Kesenjangan 
Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Basis Data 

(Base-Line) 

Indikator 

Kinerja 

 
 

Program : 1 

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota. 

 

Kegiatan : 1 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Sub. Kegiatan :2 

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya  

Tujuan : 

Terpeliharanya 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya di 

Kantor Camat 

- Dasar 
Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah di 

Kecamatan 

yakni UU no. 24 

tahun 

2009 tentang 
Bendera, 

Bahasa, dan 

Lambang 

Negera, dan 

PP 62 tahun 
1990 tentang 

Ketentuan 

Protokol tentang 

Tata Tempat 

Tata Upacara 

dan Tata 
Penghormatan,  

mengamanatkan 

bahwa 

penyusunan 

dokumen 
menggunakan 

pendekatan top 

down, bottom 

Akses 

- Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah belum 

menjangkau 

semua 

komponen 

masyarakat 
dikarenakan 

pengurangan 

anggaran 

- Jadwal kegiatan 

Upacara PHBN 
harus 

disesuaikan 

dengan jadwal 

Daerah dan 

Pusat 

- Pelaksanaan 
Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Daerah minim 

- Pengelola 
kegiatan 

belum 

responsif 

gender 

- Minimnya 
pelaksanaan 

sosialisasi, 

informasi dan 

edukasi 

kepada 

komponen 
masyarakat 

terkait 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 
Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

- Karena 

keterbatasan 
anggaran 

mengakibatka

n waktu 

pelaksanaan 

kegiatan 
sangat 

terbatas dan 

tidak 

- Tidak 
semua 

kelompok 

masyarakat 

memiliki 

alamat 
yang jelas 

untuk 

dihubungi 

- Pelaksanaa

n kegiatan 

Pemelihara
an Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 
Pemerintah

an Daerah  

lebih 

mengutama

kan 

seremonial 
daripada 

substansi 

pembahasa

n 

- Tingkat 
kehadiran 

pemangku 

kebijakan/

- Terlaksana

nya 

Pemelihara

an Barang 

Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah

an Daerah 

di 

Kecamatan 

- Tersedianya 
anggaran 

bahan dan 

material serta 

peralatan 

bangunan 
- Terpenuhinya 

bahan dan 

material serta 

peralatan 

bangunan 

lapangan yang 
dibutuhkan 

- Terpeliharanya 

sarana da 

prasarana 

gedung dan 

bangunan 

lainnya se-

kecamatan 

airpura 

- Pemeliharaa
n Barang 

Milik Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintaha
n Daerah di 

wilayah 

kecamatan 

tahun 2023 

dan 2024  

- Terlaksanan
ya 

Pemeliharaa

n Barang 

Milik Daerah 

Penunjang 
Urusan 

Pemerintaha

n Daerah di 

Kecamatan  

- peserta yang 

hadir ... 
orang. 

- komposisi 

jenis 

kelamin .... 

laki-laki dan 
... 

perempuan. 

- komposisi 

Kegiatan 2; 
 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Umum sesuai 
Penugasan 

Kepala Daerah 

dengan sub. 

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah di 
WilayahKecamat

an 

 

Input ; 

Rp. 4.500.000,- 

 
Output; 

Jumlah 

Pelaksanaan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 

Urusan 



https://v3.camscanner.com/user/download
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Lembar  :1 

 

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 

TAHUN 2024 

OPD : Camat Sutera 

Program :Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Program/Kegiat

an 

Data Pembuka Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 

Internal 

Sebab 

Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Basis Data (Base-

Line) 
Indikator Kinerja 

Program : Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

 

Kegiatan :Pemebrdayaan 

Lembega kemasyarakatan 

tingkat kecamatan 

 

Sub.kegiatan: 

Penyelenggaraan Lembaga 

Kemasyarakatan 

 

Tujuan   : 

Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

 

 

 

 

– Jumlah PKK Kecamatan 

Jumlah PKK Nagari Se 

Kecamatan Sutera  (12 Nagari) 

Akses : 

- Kurangnya 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Ekonomi Kreatif 

Partisipasi : 

- Kurangnya 

Ketersediaan 

kegiatan Pelatihan 

Control : 

- Rendahnya 

Ketersediaan 

Pelaku Usaha 

Ekonomi Kreatif 

Manfaat : 

- Meningkatkan 

Efektifitas dan 

Kreatifitas PKK 

Dengan melakukan 

kegiatan-Kegiatan 

PKK 

 

Kurangnya minat 

masyarakat 

terhadap ekonomi 

kreatif 

 

Kurangnya 

Ketersediaan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

PKK 

Menumbuhkan

Kembali 

Kreatifitas PKK 

dengan 

melakukan 

kegiatan-

kegiatan PKK 

Realisasi Anggaran 

PKK Selama 12 

Bulan 

- Kegiatan Jambore 

PKK sekali Setahun 

- Kegiatan 

Pembinaan PKK 

rutin 12 bulan 

Terlaksananya kegiatan 

jamboree 

 

 

Terlaksananya kegiatan 

rutin PKK 12 bulan 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lembar  :2 

 

Program :Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama Kebijakan/ 

Program/Kegiatan 
Data Pembuka Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 

Internal 

Sebab 

Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Basis Data (Base-

Line) 
Indikator Kinerja 

Program : Penunjang 

UrusanPemerintahan Daerah 

 

Kegiatan :Administrasi 

Umum. 

 

Sub.kegiatan: Penyediaan 

Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

 

Tujuan   : 

Tersedianya Peralatan 

Mebeleur Gedung Kantor 

Camat Sutera 

 

 

 

 

- Mebeleur  pada Kantor 

Camat Sutera Pengadaan 

terakhir pada tahun 2022 

terjadi rusak berat 

- Jumlah Meja yang Rusak 

sebanyak 5 unit dan Tidak 

Layak Dipakai 

 

Akses : 

- Meja yang dipakai 

sangat tidak layak 

untuk digunakan 

- Kursi yang 

digunakan tidak 

layak 

 

- Belum 

tersedianya 

Anggaran untuk 

dilakukan 

Pengadaan Meja 

dan Kursi 

Kantor Camat 

Sutera 

 

-Butuhnya 

Alokasi 

Anggaran Untuk 

Pemenuhan 

Sarana dan 

Prasarana yang 

layak 

Meningkatkan 

Kinerja 

Aparatur 

Kantor Camat 

Sutera 

- Pengadaan 

Peralatan 

Mebeleur 

Kantor 

- Pemeliharaan 

terhadap 

Mebeleur kantor 

- Pembelian 

terhadap sarana 

dan prasarana 

Mebeleur kantor 

camat Sutera 

 

 

- Jumlah ASN kantor 

Camat Sutera 

sebanyak 14  orang 

- Kondisi Mebeleur 

jika ditambah kan 

dengan Staf 

Honorer sebanyak 9 

orang maka 

Mebeleur yang 

rusak dengan 

jumlah tidak 

terpenuhi 

 

Kegiatan : Pengadaan 

sarana dan Prasarana 

 

Input :Anggaran yang 

dibutuhkan Rp. 

30.000.000. 

 

Ouput: Tersedianya 

Mebeleur  Kantor 

 

Outcome ; 

Tersedianya Mebeleur 

yang memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Lembar  :3 

 

Program :Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama Kebijakan/ 

Program/Kegiatan 
Data Pembuka Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 

Internal 

Sebab 

Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Basis Data (Base-

Line) 
Indikator Kinerja 

Program : Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 

Kegiatan :Administrasi 

Umum. 

 

Sub.kegiatan: Rehabilitasi 

Sedang/Berat Rumah Gedung 

Kantor 

 

Tujuan   : 

Adanya Gedung Kantor 

Camat Sutera yang 

representatif 

 

 

 

 

- Gedung  Kantor  camat 

Sutera yang dibangun 

tersebut pada tahun 2002 

- Gedung tersebut terjadi 

kebocoran dibeberapa titik 

Akses : 

- Terjadinya kurang 

maksimal 

pelayanan 

masyarakat 

 

Partisipasi : 

- Dukungan dari 

Pemerintah daerah 

Control : 

- Disampaikan pada 

dinas terkait 

Manfaat : 

- Terselenggaranya 

pelayanan secara  

maksimal 

 

- Harus ada 

perbaikan dan 

anggaran 

perbaikan 

gedung tersebut 

 

-terganggunya 

pelayanan 

masyarakat 

Tercapainya 

pelayanan 

terhadap 

masyarakat 

dengan gedung 

representatif 

- Dilakukan 

Rehab sedang 

secara 

menyeluruh 

- Untuk 

meningkatkan 

pelayanan yang 

maksimal 

 

- Terciptanya 

pelayanan 

masyarakat 

kecamatan  

Sutera lebih 

maksimal 

 

Kegiatan : rehap  gedung 

Kantor Camat Sutera 

 

Input :Anggaran yang 

dibutuhkan Rp. 

15.000.000. 

 

Ouput: pengadaan 

perbaikan Kantor Camat 

Sutera 

 

Outcome ; 

Terpenuhinya Fasilitas 

Kantor yang nyaman dan 

Representatif 

 

 

 
Surantih,              Mei 2023 

CAMAT SUTERA 

 

 

 

SALMAN ALFARISI BRUTU,S.STP.M.Si  

NIP.19780215 199802 1 001 









MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 
TAHUN 2024 

 

OPD   : KECAMATAN IV JURAI 

PROGRAM  : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  

Langkap 1 Langkah 2 Langkah 3 
Langkap 

4 
Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 
Kebijakan/Progra

m/Kegiatan 

Data 
Pembuka 

Wawasan 

Isu Gender 
Kebijakan dan Rencana 

Kedepan 
Pengukuran Hasil 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjang

an 
Internal 

Sebab 
Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 

Rencana 

Aksi 

Basis Data 

(Base-Line) 

Indikator 

Kinerja   

PROGRAM : 
Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

dan Kelurahan 

 

Kegiatan : 

Pemberdayaan 
lembaga 

kemasyarakatan 

tingkat kecamatan 

 

 

Sub. Kegiatan : 
Penyelengaraan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

 

Tujuan :  
Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

 

- Jumlah PKK 
Kecamatan 

 

Jumlah PKK 

Nagari se 

Kecamatan IV 

Jurai (20 
Nagari) 

Akses  : 
- Kurangnya 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Ekonomi Kreatif 

Partisipasi : 

- Kurangnya 
Ketersediaan 

Kegiatan 

Pelatihan 

Control : 

- Rendahnya 

Ketersediaan 
Pelaku Usaha 

Ekonomi Kreatif 

Manfaat : 

- Meningkatkan 

Efektifitas dan 
Kreatifitas PKK 

Dengan 

melakukan 

Kegiatan –

Kegiatan PKK 

- Kurangya 
minat 

masyarak

at 

terhadap 

ekonomi 

kreatif 
 

- Kurangnya 
Ketersediaan 

Kegiatan 

Pemberdayaan 

PKK 

- Menumbuhk
an Kembali 

Kreatifitas 

PKK dengan 

melakukan 

kegiatan-

kegiatan 
PKK 

Koordinasi 
dan 

Pembinaan 

PKK  

- Kegiatan 
jambore 

PKK sekali 

setahun 

 

- Kegiatan 

Pembinaan 
PKK rutin 

12 bulan 

- Input : Dana 
Yang 

dibutuhkan  

- Output : 

Terlaksananya 

Kegiatan 

Jambore 
dengan dana 

Rp15.500.000,- 

 

- Terlaksananya 

Kegiatan rutin 

PKK 12 bulan 

 

 

 

 



PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 

Langkap 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkap 4 Langkah 5 Langkah 6 
Langkah 

7 
Langkah 8 Langkah 9 

Nama 
Kebijakan/Program/

Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan 

Isu Gender 
Kebijakan dan Rencana 

Kedepan 
Pengukuran Hasil 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 
Kesenjangan 

Internal 

Sebab 
Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 

Rencana 

Aksi 

Basis Data (Base-

Line) 
Indikator Kinerja   

PROGRAM :  
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 

DAN KELURAHAN 

 

Kegiatan: koordinasi 

kegiatan 
pemberdayaan desa 

 

Sub. Kegiatan : 

Peningkatan 

Partisipasi 
Masyarakat dalam 

Forum Musyawarah 

Perencanaan 

Pembangunan di 

Desa 

 
 

Tujuan :  

Meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

forum musyawarah 
perencanaan 

pembangunan di 

desa 

Kegiatan 
Musrenbang 

dilaksanakan 

setiap 

tahunnya  

 

Jumlah 
musrenbang  

kecamatan  

 

Jumlah 

Musrenbang 
Nagari se 

Kecamatan IV 

Jurai (20 

Nagari) 

Akses : 
- Kurangnya 

sarana dan 

prasarana 

untuk 

Kegiatan 

Musrenbang 
Partisipasi : 

- Kurangnya 

ketersediaan 

fasilitas Untuk 

Pelaksanaan 
Musrenbang 

Control : 

- Rendahnya 

partisipasi 

masyarakat 

dalam forum 
musyawarah 

perencanaan 

pembangunan 

di desa 

 

Manfaat :   
Meningkatkan 

Partisipasi 

masyarakat 

dalam forum 

musyawarah 
perencanaan 

pembangunan 

di desa 

- Belum adanya 
regulasi yang 

mengatur 

representasi 

perempuan 

dan laki-laki 

pada 
musrenbang 

 

- Sedikitnya 

jumlah 

/Kuota 
peserta 

musrenbang 

dari unsur 

keterwakilan 

perempuan 

yang 
disediakan 

dari calon 

peserta 

musrenbang 

- Kurangnya 
ketersediaan 

kegiatan 

peningkatan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam forum 
musyawarah 

perencanaan 

pembangunan 

desa  

- Kurangnya 
informasi 

tentang 

kegiatan 

Musrenbang 

- Kurangnnya 

keiginan/ 
minat 

masyarakat 

untuk 

menghadiri 

musrenbang 

Menumbuhkan 
partisipasi 

masyarakat 

dalam forum 

musyawarah 

perencanaan 

pembangunan 
di desa 

Realisasi 
anggaran 

1 kali 

setahun 

 

Mengump

ulkan 
Bahan –

bahan 

dari 

nagari 

 
Merekap 

data 

sesuai 

dengan 

bidangny

a masing-
masing 

 

- Kegiatan pra 
musrenbang 

kecamatan 

dan 

Pramusrenban

g Nagari se 

Kecamatan IV 
Jurai sekali 

setahun 

- Kegiatan 

Musrenbang 

Kecamatan 
dan 

Musrenbang 

Nagari se 

Kecamatan IV 

Jurai sekali 

setahun 

- Terlaksanakan 
Kegiatan 

Pra 

Musrenbang 

Kecamatan dan 

Pramusrenbang 

Nagari se 
Kecamatan IV 

Jurai dengan 

dana 

:Rp.11.482.000,

- 
 

- Terlaksananya 

Kegiatan rutin 

Musrenbang 

kecamatan dan 

Musrenbang 
Nagari se 

Kecamatan 

sekali setahun 

 

 

 

 



PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

Langkap 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkap 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 
Kebijakan/Program

/Kegiatan 

Data 
Pembuka 

Wawasan 

Isu Gender Kebijakan dan Rencana Kedepan Pengukuran Hasil 

Faktor Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 

Internal 

Sebab 

Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi Tujuan 
Rencana 

Aksi 
Basis Data 
(Base-Line) 

Indikator 
Kinerja   

PROGRAM :  

PENYELENGGARA

AN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 
PUBLIK 

 

Kegiatan: 

Pelaksanaan 

Urusan 
Pemerintahaan 

yang dilimpahkan 

kepada Camat 

 

Sub. Kegiatan: 

Pelaksanaan 
Urusan 

Pemerintahaan 

yang terkait dengan 

Nonperizinan 

 
Tujuan :  

Meningkatkan 

kepuasan 

masyarakat 

terhadap pelayanan 

publik di 
kecamatan 

Merekomend

asikas surat 

akte 

kelahiran, 

KK , KTP 
Merekomend

asikan 

dispensasi 

nikah 

 
 

 

 

 

 

  

Akses : 

- Kurangnya 

pemahaman 

masyarakat 

tentang 
pentingnya 

administrasi yang 

tepat. 

Partisipasi : 

-  Kurangnya rasa 
kepedulian 

masyarakat 

tentang 

pelayanan 

Control : 

- Kurangnya 
informasi 

terhadap data 

yang Valid 

Manfaat : perlunya 

Update data dan 
pemberian 

informasi 

- Kurangnya 

pemahaman 

dari aparatur 

kecamatan/ 

petugas 
pelayanan 

- Kurangnya 

tingkat 

koordinasi 

dengan 
instansi 

terkait 

mengenai 

pelayanan 

- Kurang 

nya sarana 

dan 

prasarana 

yang 
lengkap 

- Kurangnya 

sosialisasit

erkait 

pentingnya 
administra

si yang 

lengkap 

- Keterlibatan 

Masyarakat yang 

aktif sehingga 

semua 

perencanaan 
yang  dilakukan 

berorientasi demi 

peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat 
terhadap 

pelayanan 

- Meningkatkan 

kesadaran 

masyarakat 

untuk memahami 
pentingnya surat 

rekomendasi 

 

- Mensosialis

asikan 

kepada 

masyaraka

t tentang 
pentingnya 

pelayanan 

dan 

administra

si yang 
lengkap 

- Melakukan 

Koordinasi 

dan 

sosialisasi 

tentang 
pelayanan 

- Data 

masyaraka

t yang 

melakukan 

pelayanan 
ke 

kecamatan 

- Kepuasan 

masyarakat 

dalam 

mendapatkan 

pelayanan 
- Jumlah 

sarana 

prasarana 

penunjang 

pelayanan 
masyarakat 

dan 

peningkatan 

jumlah usaha 

yang 

dilakukan 
oleh 

masyarakat 

 Salido,17 Mei 2023 

Camat IV Jurai 
 

 

 

FERRO YUANDHA PUTRI, SSTP 

NIP.19850612 200412 2 001 
 

 



https://v3.camscanner.com/user/download


 

 Lembar  :  1 

 
MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 

OPD   : KECAMATAN RANAH PESISIR   

1. PROGRAM  : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 
Kebijakan/ 

Program/Ke
giatan 

Data Pembuka Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 
Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 

Internal 

Sebab 

Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Basis Data (Base-

Line) 
Indikator 
Kinerja 

 

1. Program 
Pemberdaya

an 
masyarakat 

desa dan 

kelurahan 
 

Kegiatan : 
Koordinasi 

Kegiatan 

Pemberdaya
an Desa 

 
Sub 

Kegiatan: 
Peningkatan 

Partisipasi 

Masyarakat 
dalam Forum 

Musyawarah 
Perencanaan 

Pembangunan 

di Desa 
 

Tujuan : 
Memperoleh 

usulan 
pembanguna 

 

Kecamatan Ranah Pesisir 
secara geografis terletak pada 

1000 45’ – 1010 07’ Bujur 
Timur dan 10 27,70’ – 10 

58,53’ Lintang Selatan, 

dengan luas daerah tercatat 
sebesar 564,39 Km2 atau 9,82 

% dari Luas Kabupaten Pesisir 
Selatan. 

Sebelah utara berbatasan 

dengan Kecamatan 
Lengayang, sebelah selatan 

dengan Kecamatan Linggo 
Sari Baganti, sebelah timur 

dengan Bukit barisan 
Kabupaten Solok Selatan dan 

sebelah barat 

dengan Samudera Indonesia. 
Topografi daerah Kecamatan 

Ranah Pesisir datar dan 
berbukit–bukit sebagai 

perpanjangan dari Bukit 

Barisan, dengan 
tinggi dari permukaan laut 

berkisar antara 3-86 meter. 
Kecamatan Ranah Pesisir 

terdiri dari 10 Nagari, yakni: 

 

Akses : 
- Keterbatasa

n faslitas 
dan akses 

dalam 

memberi 
pelayanan 

kepada 
masyarakat 

 

Partisipasi: 
- Kebutuhan 

masyarakat 
terhadap 

tertib 
administrasi 

yang hanya 

berdasarka
n 

kebutuhan 
yang 

mendesak 

 
Kontrol: 

- Kurangnya 
informasi 

terhadap 

 

 
- Anggaran 

terbatas 

 

 

- Kurangnya 

fasilitas dan 

kases yang 
dibutuhkan 

oleh 
penyandang 

disabilitas, ibu 

menyusui dan 
ruang bermain 

untuk anak. 
 

 

  
Terumuskanny

a usulan 
program 

Dan kegiatan 

Untuk 
Rancangan 

RKPD 
Tahun 

Anggaran 

2023 
 

 

 

- Menyediakan 

akses untuk 

penyandang 
disabilitas. 

- Menyediakan 

ruang ibu 
menyusui. 

- Menyedikan 

ruangan ramah 
anak. 

 

 

 
Data masyarakat yang 

dilayani di kantor 
Camat Ranah Pesisir. 

 

 

Input : 

Dana yang 
dibutuhkan  

- Anggaran Rp. 

30.000.000 
 

 
Output : 

- Jumlah Gedung 

Kantor dan 
Bangunan 

Lainnya yang 

dipelihara/dire
habilitasi 

 
Outcome : 

- Terlaksananya 

kegiatan 
pemeliharaan 

gedung kantor 
dan bangunan 

lainnya yang di 

pelihara/direha
bilitasi. 

 



 

 Lembar  :  2 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 
Kebijakan/ 

Program/Ke
giatan 

Data Pembuka Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 
Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 

Internal 

Sebab 

Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Basis Data (Base-

Line) 
Indikator 
Kinerja 

n dari seluruh 

nagari 

1. Nagari Palangai 

2. Nagari Palangai Kaciak 
3. Nagari Palangai Gadang 

4. Nagari Koto VIII Palangai 
5. Nagari Nyiur Melambai 

Palangai 

6. Nagari Pasia Palangai 
7. Nagari Sungai Liku Palangai 

8. Nagari Sungai Tunu 
9. Nagari Sungai Tunu Utara 

10. Nagari Sungai Tunu Barat 
 

Jumlah Penduduk Kecamatan 

Ranah Pesisir berdasarkan 
jenis Kelamin: 

Laki-laki berjumlah 14.738 
jiwa 

Perempuan berjumlah 15.551 

jiwa 
Jumlah keseluruhan 30.289 

jiwa 
Dengan Jumlah rumah tangga 

berjumlah 7.038 kepala 
keluarga  

(sember: Kabupaten Pesisir 

Selatan Dalam Angka tahun 
2019) 

 

data yang 

valid. 
 

Manfaat : 
- Memudahka

n 

masyarakat 
yang akan 

dilayani  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 Lembar  :  3 

 
 
2. PROGRAM  : Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 
Kebijakan/ 

Program/Ke

giatan 

Data Pembuka Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 
Kesenjangan 

Sebab 
Kesenjangan 

Internal 

Sebab 
Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Basis Data (Base-

Line) 
Indikator 
Kinerja 

 

 
 

3. Program 

Pemberdaya
an 

masyarakat 
desa dan 

kelurahan 

 
Kegiatan : 

Koordinasi 
Kegiatan 

Pemberdaya
an Desa 

 

Sub 
Kegiatan: 

Peningkatan 
Partisipasi 

Masyarakat 

dalam Forum 
Musyawarah 

Perencanaan 
Pembangunan 

di Desa 

 
Tujuan : 

Memperoleh 
usulan 

 

Kecamatan Ranah Pesisir 
secara geografis terletak pada 

1000 45’ – 1010 07’ Bujur 

Timur dan 10 27,70’ – 10 
58,53’ Lintang Selatan, 

dengan luas daerah tercatat 
sebesar 564,39 Km2 atau 9,82 

% dari Luas Kabupaten Pesisir 

Selatan. 
Sebelah utara berbatasan 

dengan Kecamatan 
Lengayang, sebelah selatan 

dengan Kecamatan Linggo 
Sari Baganti, sebelah timur 

dengan Bukit barisan 

Kabupaten Solok Selatan dan 
sebelah barat 

dengan Samudera Indonesia. 
Topografi daerah Kecamatan 

Ranah Pesisir datar dan 

berbukit–bukit sebagai 
perpanjangan dari Bukit 

Barisan, dengan 
tinggi dari permukaan laut 

berkisar antara 3-86 meter. 

Kecamatan Ranah Pesisir 
terdiri dari 10 Nagari, yakni: 

1. Nagari Palangai 
2. Nagari Palangai Kaciak 

 

Akses : 
- Keterbatasa

n faslitas 

dan akses 
dalam 

memberi 
pelayanan 

kepada 

masyarakat 
 

Partisipasi: 
- Kebutuhan 

masyarakat 
terhadap 

tertib 

administrasi 
yang hanya 

berdasarka
n 

kebutuhan 

yang 
mendesak 

 
Kontrol: 

- Kurangnya 

informasi 
terhadap 

data yang 
valid. 

 

 
- belum adany 

regulasi 

yangmengatur 
representasi 

perempuan 
dan laki-laki 

pada 

musrenbang  
 

- Sedikitnya  
jumlah\kuota 

peserta 
Musrenbang 

dari unsur 

keterwakilan 
perempuan 

yang 
disediakan   

 

- Masih 
rendah 

pemahaman 

komitmen 
dari pihak 

terkait 
tentang 

pemehaman 
musrenbang 

 

 

- Kurangnya 

keinginan 

/minatmasyar
akat untuk 

menghadiri 

Musrenban 

- Kurangnya 

informasi 

tentang 
kegiatan 

Musrenban 

- Adanya 

kesibukan 

/kegiatan lain 
dari calon 

peserta 
musrenbang 

 

  
Terumuskanny

a usulan 

program 
Dan kegiatan 

Untuk 
Rancangan 

RKPD 

Tahun 
Anggaran 

2023 
 

 

 
Mengumpulkan 

bahan-bahan dari 

nagari 
 

Merekap data 
sesuai dengan 

bidangnya 

masing-masing 
 

Distribusi 
undangan ke 

nagari 
 

Menjalin 

koordinasi 
dengan 

pihak terkait 

Data Dasar 

(Baseline)   
 

 

 
Meningkatnya 

kehadiran 
peserta 

Musrenbang 

dari berbagai 
unsur 

 
Terhimpunnya 

100% usulan 
pembangunan 

dari masingmasing 

 
bidang 

 
 

Input : 

Dana yang 
dibutuhkan  

 

 
Output : 

Jumlah usulan 
program 

kegiatan pada 

musrenbang 
nagari sesuai 

dengan prioritas 
(usulan) 

 
Outcome : 

Tertampungnya 

usulan 
masyarakat 

tentang 
apa yang 

dibutuhkan 

dalam 
pembangunan 



 

 Lembar  :  4 

 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 
Kebijakan/ 

Program/Ke
giatan 

Data Pembuka Wawasan 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor 
Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 

Internal 

Sebab 

Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Basis Data (Base-

Line) 
Indikator 
Kinerja 

pembanguna 

n dari seluruh 
nagari 

3. Nagari Palangai Gadang 

4. Nagari Koto VIII Palangai 
5. Nagari Nyiur Melambai 

Palangai 
6. Nagari Pasia Palangai 

7. Nagari Sungai Liku Palangai 

8. Nagari Sungai Tunu 
9. Nagari Sungai Tunu Utara 

10. Nagari Sungai Tunu Barat 
 

Jumlah Penduduk Kecamatan 
Ranah Pesisir berdasarkan 

jenis Kelamin: 

Laki-laki berjumlah 14.738 
jiwa 

Perempuan berjumlah 15.551 
jiwa 

Jumlah keseluruhan 30.289 

jiwa 
Dengan Jumlah rumah tangga 

berjumlah 7.038 kepala 
keluarga  

(sember: Kabupaten Pesisir 
Selatan Dalam Angka) 

 

 

Manfaat : 
- Memudahka

n 
masyarakat 

yang akan 

dilayani  
 

 
 

 
 

 
CAMAT RANAH PESISIR, 

 

 
 

SYAFRIZAL, S.Sos, MAP 
NIP. 19750403 200003 1 1004 
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MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 
OPD              :  KECAMATAN LENGAYANG 

TAHUN  :  2024 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Program/Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan(Fakta/Fenomena 

Yang Terjadi) 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor Kesenjangan(Apa 

Yang Menyebabkan Hal 

Tersebut Terjadi) (Akses, 

Partisipasi Dan Kontrol) 

Sebab 
Kesenjangan 

Internal 

Sebab 
Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Data Dasar 

(Base-Line) 

IndikatorKin

erja 

Program : 
  
PENYELENGGARAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PABLIK. 
 
Kegiatan:   
Pelaksanaan urusan pemerintahan  
yang di limpahkan kepada Camat.. 
 
Tujuan : 
 
Terlaksananya Urusan 
Pemerintahan Yang Terkait 
Dengan Pelayanan Perizinan Dan 
Non Perizinan 
 
Meningkatnya Kepuasan 
Masyarakat Terhadap Pelayanan Di 
Kecamatan Lengayang 

Jumlah penduduk kecamatan 
lengayang berdasarkan data 
statistic tahun 2021 adalah : 

 Laki-laki : 13.444 
 Perempuan : 31.049 
 Jumlah : 44.493 Jiwa 

 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
Yang Dilimpahkan Kepada Camat 
Di Kecamatan Lengayang 
Berdasarkan Peraturan Bupati 
Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 
2015 Tentang Pelimpahan Sebagai 
Kewenangan Bupati Kepada 
Camat menyebutkan bahwa 
Camat melaksanakan kewenangan 
pemerintahan, meliputi aspek : 
perizinan, rekomendasi, 
koordinasi, pembinaan, 
pengawasan, fasilitasi, penetapan 
dan penyelenggaraan  
 
Pelimpahan kewenangan pada 
aspek perizinan adalah : 

a. Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) dengan 
funsi hunian (baru dan 
renovasi), kecuali Izin 
Mendirikan Bangunan 
(IMB) Pembangunan 
Perumahan Oleh 
Pengembang 

b. Surat Izin Tempat 
Usaha Skala Kecil  

c. Izin Penelitian/Survey di 

Akses : 
Kurangnya Transportasi Umum 
Yang Ada Di Setiap Nagari Serta 
Saranan dan Prasaranan 
Pelayanan yang Belum 
Responsive Gender 
 

Partisipasi : 
Masih kurangnya kesadaran 
masyarakat tentang pentingnya 
kelengkapan administrasi 
perizinan dan administrasi 
lainnya 
 

Kontrol : 
Masih belum maksimalnya 
informasi dan sosialisasi tentang 
SOP pengurusan administrasi 
perizinan dan administrasi 
lainnya belum maksimalnya 
penerapan aturan administrasi 
yang harus dimiliki oleh 
masyarakat 
 

Manfaat :  
Belum maksimalnya sanksi bagi 
masyarakat yang belum/tidak 
tertib administrasi lainnya, 
sehingga masyarakat yang 
sudah tertib administrasi kurang 
merasakan manfaatnya 

1. Masih 
kurangnya 
pemahaman 
petugas 

2. Minimnya 
saran dan 
prasarana 
kegiatan 
pelaksanaan 
urusan 
pemerintahan 
yang 
dilimpahkan 
kepada Camat 

3. Belum 
lengkapnya 
data 
administrasi 
perizinan dan 
administrasi 
lainnya 

4. Masih 
kurangnya 
SDM yang ada 

di Kecamatan 
Lengayang  

1. Kurangnya 
informasi dan 
sosialisasi yang 
diberikan oleh 
pemerintah 
nagari 

2. Kesibukan 
masyarakat 
yang bekerja 
pada jam 
pelayanan 
kantor 
kecamatan 

3. Masih 
rendahnya 
kepedulian 
masyarakat 
terhadap 
administrasi 
yang harus 
dimiliki oleh 
masyarakat 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan dan 
sarana  
prasaranan 
pelayanan 
yang memadai 
dan 
representative 
gender 
 
Memberikan 
tempat dan 
fasilitas  
nyaman bagi 
masyarakat 
yang 
membutuhkan 
pelayanan  

1. Penyusunan 
SOP dan 
maklumat 
pelayanan 

2. Melengkapi 
sarana dan 
prasaranan 
pelayanan 
yang 
responsive 
gender  

3. Menghimpu
n data 
administrasi 
perizinan 
dan 
administrasi 
lainnya 

4. Melakukan 
koordinasi 
lintas sector 
yang ada di 
kecamatan 
untuk 

berkontribu
si  bersama 
dalam 
memberika
n pelayanan 
kepada 
masyarakat 

Jumlah penduduk 
kecamatan 
lengayang 
berdasarkan data 
statistic tahun 
2021 adalah : 

 Laki-laki : 
13.444 

 Perempu
an : 
31.049 

 Jumlah : 
44.493 
Jiwa 

 
Masyarakat yang 
melakukan 
pelayanan 
perizinan dan 
non perizinan ke 
Kecamatan 
 
Jumlah 
pelayanan tahun 
2023 :  
1. Perizinan : 

- IMB : 1 
2. Non Perizinan 

- Rekomendas
i Penelitian : 
11 

- Rekomendas
i Pencairan 

Input 
Anggaran 
Rp.13.820.14
1. 
-Jumlah 
rekomendasi
di keluarkan. 
 
Output 
Jumlah 
Pelayanan 
perizinan dan 
Non perizinan 
Non Usaha 
yang di 
Selesaik 
 
income 
Penguatan di 
informasi 
PPID. 
 



 
 

Kambang, 19 Mei 2023 
CAMAT LENGAYANG 

 
 

ALPRIYENDRI.SP 
NIP.197206152005011003. 

 

 

wilayah Kecamatan 
 
Pelimpahan kewenangan pada 
aspek rekomendasi meliputi : 

a. Merekomendasikan 
pemberian izin dan non 
izin 

b. Merekomendasikan 
pengangkatan dan atau 
pemberhentian wali 
nagari 

c. Merekomendasikan 
pengangkatan dan atau 
pemberhentian pejabat 
wali nagari 

d. Merekomendasikan 
penilaian SKP kepala 
UPTD/UPTB di wilayah 
kecamatan 

e. Merekomendasikan 
pengangkatan dan atau 
pemberhentian kepala 
sekolah dan kepala 
UPTD/UPTB  

f. Merekomendasikan 
pengangkatan dan atau 
pemberhentian anggota 
Bamus Nagari dan 
perangkat Pemerintahan 
Nagari 

g. Merekomendasikan 
surat keterangan 
pindah, akte kelahiran, 
KTP dan kartu keluarga 

h. Merekomendasikan 
surat keterangan 
berkelakuan baik 

i. Merekomendasikan 
surat keterngan 
kematian 

Dana Nagari 
: 17 

- Rekomendas

i Keterangan 
Meninggal 
Dunia : 30 

- Rekomendas
i Surat 
Keterangan 
Kelakuan 
baik : 299 

- Rekomendas
i Surat 
Keterangan 
Miskin : 720 

- Surat 
Dispensasi 
Nikah : 34 

- Surat 
keterangan 
penghasilan 
orang tua : 
11 



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 
OPD              :  KECAMATAN LENGAYANG 

TAHUN  :  2024 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Program/Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan(Fakta/Fenomena 

Yang Terjadi) 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor Kesenjangan(Apa 

Yang Menyebabkan Hal 

Tersebut Terjadi) (Akses, 

Partisipasi Dan Kontrol) 

Sebab 
Kesenjangan 

Internal 

Sebab 
Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Data Dasar 

(Base-Line) 

IndikatorKinerj

a 

Program :  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH 
 
Kegiatan:   
Penyelenggaraan Musrembang 
RKPD 
 
Tujuan : 
Terselenggaraannya Musrembang 
RKPD 

Kecamatan Lengayang terdiri 
dari 9 Nagari dan 45 Kampung 
dengan jumlah penduduk 
berdasarkan data statistik 
tahun 2021 adalah 44.340 
jiwa (laki-laki) 31.214 jiwa dan 
perempuan 13.126 jiwa 
 
Kegiatan 
Musrembang RKPD 
dilaksanakan setiap tahunnya. 

Masing-masing nagari 
mengutuskan peserta untuk 
mengikuti Musrembang RKPD 
di Tingkat Kecamatan 
 
Jumlah peserta yang 
mengikuti Musrembang RKPD 
tingkat Kecamatan Lengayang 
tahun 2023 adalah sejumlah 
168 orang 
 
Jumlah peserta laki-laki : 98 
orang 
Jumlah peserta perempuan : 
70 orang 

 
 

Akses : 
Adanya kesamaan akses 
mengikuti Musrembang. 
Jumlah peserta laki-laki lebih 
tinggi dibandingkan perempuan 
dengan perbandingannya laki-
laki 70% dan perempuan 30%, 
kecenderungan 0 peserta lebih 
banyak laki-laki dari pada 
perempuan. 
 

Partisipasi: 
Masih banyak kaum perempuan 
yang kurang dilibatkan dalam 
kegiatan Musrembang. 
 

Kontrol : 
Tidak semua usulan yang 
disampaikan masyarakat dapat 
diprioritaskan. 
 

Manfaat:  
Belum semua masyarakat 
mengetahui manfaat dan tujuan 
pelaksanaan Musrembang. 

1. Masih 
kurangnya 
SDM dalam 
kegiatan 
perencanaan. 

2. Sedikitnya 
jumlah/kuota 
peserta 
Musrembang 
dari unsur 
keterwakilan 

perempuan 
yang 
disediakan. 

1. Kurangnya 
keinginan/mini
m masyarakat 
untuk 
menghadiri 
Musrembang. 

2. Kurangnya 
informasi 
tentang 
kegiatan 
Musrembang. 

3. Adanya 
kesibukan/kegi
atan lain dari 
calon peserta 
Musrembang. 

1. Meningkatk
an 
partisipasi 
dan 
kehadiran 
peserta 
Musremban
g dari 
baerbagai 
unsur. 

2. Terpenuhin

ya usulan 
dari Nagari 
dengan 
skala 
prioritas 
untuk 
ditindaklanj
uti ke 
tingkat 
kabupaten. 

1. Pelaksanaa
n 
Musremban
g di tingkat 
Nagari 
dengan 
melibatkan 
semua 
unsur 

2. Menentukan 
perwakilan 

peserta dari 
Nagari 
untuk 
mengikuti 
Musremban
g tingkat 
kecamatan 
dengan 
keterwakila
n gender 

3. Melengkapi 
data 
pendukung 
setiap 
usulan pada 
Musremban
g tingkat 
Nagari agar 
menjadi 
prioritas 
pada 

Peserta 
musrembang 
yang hadir dari 
unsur laki-laki, 
perempuan, 
lansia, disabilitas 
dan forum anak 
 
Jumlah peserta 
tahun 2023 : 
3. Laki-laki : 98 

orang 
4. Perempuan : 

70 orang  
Total : 168 orang 
 
Jumlah peserta 
tahun 2023 : 
Total : 168 orang 
Dengan total 
usulan 162 
usulan dengan 
skala prioritas 48 
usulan dengan 
keterwakilan 
perempuan 30% 
 

5. Input --
Anggaran 

Rp.18.810.000. 
6. Output 

Terumusnya 
rancangan 
RKPD 
 

7. Income 
tertampungny
a usulan 

masyarakat 
dari berbagai 
unsur untuk 
menjadi 
prioritas 
pembangunan 

 
 
 



Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Nama 

Kebijakan/Program/Kegiatan 

Data Pembuka 

Wawasan(Fakta/Fenomena 

Yang Terjadi) 

ISU GENDER 
KEBIJAKAN DAN RENCANA 

KEDEPAN 
PENGUKURAN HASIL 

Faktor Kesenjangan(Apa 

Yang Menyebabkan Hal 

Tersebut Terjadi) (Akses, 

Partisipasi Dan Kontrol) 

Sebab 
Kesenjangan 

Internal 

Sebab 
Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 
Tujuan 

Rencana Aksi 
Data Dasar 

(Base-Line) 

IndikatorKinerj

a 

Musremban
g tingkat 
kecamatan 

 
Kambang,   19   Mei    2023 

 CAMAT LENGAYANG 
 
 

 
ALPRIYENDRI.SP 

NIP.197206152005011003. 
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